PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-UWndan
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah
yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 185¢ahg
pembentukan daerah-daerah tingkat Il di
Sulawesi (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3259);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4844);



7.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161,

12.

13.

14.

15.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 119 );

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab.
Kolaka

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembentukan
organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten kolaka

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
Kolaka



M enetapkan

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB |

KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daexdhlah kesatuan

hwn

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayaig
berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemernintaaa

kepentingan masyarakat setempat menurut prakasadirisen

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Négesatuan
Republik Indonesia;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerahpasdn Kolaka
Bupati adalah Bupati Kolaka

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugdente di Bidang
Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perumdadaggan
yang berlaku.
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10.

11.
12.

13.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selaygutdisingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sébagsur
penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundafajigan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersamal&&gzeerah.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupat

Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Keltgta badan yang
diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai penpegan
Kabupaten Kolaka

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pagalalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang prigtdi badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undangadetidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakdok u
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmalkoga r

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yargpakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaaig ielakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseraamariditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMitJu badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalanukeapapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutyenkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosialkpdiau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasotktrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disaalioleh hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapareristrahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut Iaeyaryang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, nmEgahan,
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kogadgumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yaediaksn oleh
restoran, rumah makan, kafetaria / pujasera, kawanung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga / katering.



14.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ ati@uman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumakam
kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan s&pgmai termasuk jasa
boga / katering.

15.Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraamamib

16.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukagrmainan,
permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengandan bentuk
apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiapn@ralengan
dipungut bayaran.

17.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaralamek

18.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau meadm yentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil nmekgmalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarikgb@n umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang d#ipat, dibaca,
didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

19.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggiemaaa listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh damber lain.

20.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baiksdanber alam
di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

21.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukgam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturanngserg-
undangan di bidang mineral dan batubara.

22.Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraanatepapkir diluar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dermak usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tdcrpasyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

23.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu keniayaag tidak
bersifat sementara.

24.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan than/a
pemanfaatan air tanah.

25. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisaahttatau batuan di
bawah permukaan tanah.
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26.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegmgagambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

27.Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacadiiéa yaitu
collacalia fuchliap haga, collocalia maxina, codlbia esculanta, dan
collacalia linchi.

28.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotadah guzak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasan/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kedwaliasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pemutasan
pertambangan.

29.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah gdarairan
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kolaka.

30.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam aliéekatkan
secara tetap pada tanah dan / atau perairan petatian/ atau laut.

31.Nilai Jual Objek pajak, yang selanjutnya disingkalOP, adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi el yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat trangaékibeli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan olgék yang
sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJ@Bgati.

32.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yapgtdlikenakan
pajak.

33.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, melipembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangpueyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuaatupsn
perundang-undangan perpajakan daerah.

34.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Eaeleatau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala &wapaling lama
3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagjibARajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.

35.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1u)(dahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan mabuku yang
tidak sama dengan tahun kalender.
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36. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yamgdekenakan
kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan
melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.

37.SistemSdf Assesmen adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi

kepercayaan untuk mengitung sendiri pajak yangitary.

38. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnyduissstem SKP
adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Penddpataah akan
menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatia pajak dan
pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akanudikain surat
ketetapan pajak rampung.

39.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dilga@a suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalanarbdghun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundaaggan
perpajakan daerah.

40.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjuthgimgkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakatuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran paigék pajak
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketergeeaturan
perundang-undangan perpajakan daerah ;

41.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutispagitat SPOP,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak umhgkaporkan
data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Baadedan
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan peginddangan
perpajakan daerah.

42.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #istir®SPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telakudtan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaa t@n ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dapala
Daerah.

43.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyagiiat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan lyasgumlah
pokok pajak yang terutang.

44.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selam@juthgingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk membekiaahbesarnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotagntgartang
kepada Wajib Pajak.

45.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangnjsghya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yaegentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajakimlph
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sadksinistratif
dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

46.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaletamjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajalgyaenentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

47.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanautaisingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentjlkatah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredik patau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

48.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsgtga
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yaegentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumladlikpajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau sehartidakaerutang.

49.Surat Tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya dain@gTPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/aanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

50.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusamg y
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung/ déeu kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peratoeanndang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam t Sura

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Baakah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetdpajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Hagrah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih BayarraGI agihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Beputusan
Keberatan;
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51.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusen kaberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Ratatapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang b@yeat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetdpaak
daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebilyaBaatau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihalgaketang
diajukan oleh Wajib Pajak.

52.Putusan banding adalah putusan badan peradilak gtga banding
terhadap surat keputusan keberatan yang diajuledrn\Vighjib Pajak.

53.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yanglditalsecara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kgaanyang
meliputi harta, kewajiban, modal., penghasilan daaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atsa jang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupacanedan
laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebu

54.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaii da
penghimpunan data objek dan subjek pajak ataubuwsiripenentuan
besarnya pajak atau retribusi terutang sampai t@ygipenagihan
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau WRjdtribusi serta
pengawasan penyetorannya,;

55.Biaya Pemungutan adalah Insentif yang diberikanap#gbarat
Pelaksana Pemungutan dan Penanggung Jawab penturmipajék
Daerah.

56.Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Dinas Penddpatah dan
instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah.

57.Penanggung Jawab Pemungutan pajak daerah adalaiti,Biakil
Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendafderah.

58.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca
mengumpulkan dan mengolah data dan / atau kewagibgrajakan
daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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BAB ||
JENIS PAJAK

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

T T Se@Tme 0Ty

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak
dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan
dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Pertama
Pajak Hotel

Pasal 3

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas spélyanan yang
disediakan oleh hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediadah Hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang setelgagkapan
hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan keagam
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
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(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayata{@jh dasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy,gyanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yamgediakan atau
dikelola Hotel.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana diothRada ayat
(2) adalah :
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggaralkdmR#merintah
atau Pemerintah
Daerah;
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kagikeagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pat,gvanti jompo,
panti asuhan, dan
panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yasejeshggarakan
oleh Hotel yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Baadag melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yangusanakan
Hotel

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badaangy
mengusahakan Hotel

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayateu yang
seharusnya dibayar kepada Hotel.
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Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuérbgn)

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitungigde cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasngan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Pasal 7

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atempsedilayanan
restoran.

(2) Objek Pajak restoran adalah Pelayanan yang dissdiakeh
Restoran

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaiman&stichgada
ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan da@au minuman
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi digat pelayanan
maupun di tempat lain.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimanakdum pada
ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleloregstyang nilai
penjualan/omsetnya tidak melebihi  Rp. 50.000@D@ima puluh
juta rupiah) pertahun.

Pasal 8

(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi ataaBgedng membeli
makanan dan / atau minuman dari restoran atau rumakan,
kafetaria / pujasera, kantin, warung, bar, dannsgjgya termasuk
jasa boga / katering;

(2) Wajib Pajak restoran adalah orang Pribadi atau Baglang
mengusahakan restoran atau rumah makan
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Pasal 9

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah parabhayang
diterima atau yang seharusnya diterima restoranrataah makan

Pasal 10

Tarif Pajak Restoran, Rumah makan, kafetaria /qaugg kantin, warung,
bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / kateebgssr 10% (sepuluh
persen)

Pasal 11

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang ddhitlengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasalehgan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Pasal 12

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas psetia
penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraamatiltiengan
dipungut bayaran

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
Tontonan film;

Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana
Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
Pameran;

Diskotik, karaoke, klab malam,bar, cafe, pub dgersenya;
Sirkus, akrobat, dan sulap ;

Permainan bilyard, golf (termasuk driving range) aling;

@~ oo oy
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h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketsaigkdan
internet;

I. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pushtugaran (fithess
center);

J. Pertandingan olahraga.

(4) Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut pagdagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggardmmahi yang
tidak dipungut bayaran.

Pasal 13

(1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Bagang
menikmati hiburan

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang Pribadi atau Badamg
menyelenggarakan hiburan

Pasal 14

(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uamg giterima
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggbuaam

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimarakslid pada
ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket CumagCwyang
diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 15

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburanada
a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum Yyang
menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan seb&6%
(sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah aseh88%6
(sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
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. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, |penge
musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, d@mniseya

adalah 15% (lima belas persen) dari harga tandaknas

. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa keseradisidnal

seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuatuk

melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (ensen)
dari harga tanda masuk;

. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, deurcave,
bar, pab dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lilaa persen)
dari jumlah yang dibayar konsumen;

Bungi jump, sepeda air (jet sky), gokard, dan ssjgm@ adalah
sebesar 15% (Lima belas persen) dari harga tandakratau

harga jual;

. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar(46ptiluh

persen) dari pendapatan kotor;

. Permainan video games atau mesin Kkeping, ketangkasa

elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 10% (Sempédrsen)
dari pendapatan kotor;

Penyelenggaraan Permainan Golf dan Boling adaladsse 5 %
(lima persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat seldés&b (lima

Bagian Keempat
Pajak Reklame
Pasal 17

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas psetia
penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggardame

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2pumieli

[S—

N

reklame papan / billboard / videotron/megatron sigenisnya,
reklame kain;

reklame melekat, stiker;

reklame selebaran,;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

reklame udara;

reklame apung;

reklame suara,

reklame film / slide; dan

reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

i ‘ a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, telexaslio, warta
belas persen) dari pendapatan kotor, _ harian, warta mingguan, warta bulananan dan sejgais
. Mapdl uap / spa dan sejenisnya sebesar 15 % (lefes Ipersen) b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
dari pendapatan kotor; _ diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakardugro
Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % Ilusepu sejenis lainnya;
persen); _ _ c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasandangiada
. Pameran dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh petagrarga bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakanai
tanda masuk; dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal wiaha
Pasal 16 profesi tersebut;
Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitdeggan cara d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataefntah
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam @Hsalengan dasar Daerah; _ _
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pgasal 1 e. nama pengenal usaha yang melekat ditempat usahpraftasi;
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f. nama pengenal usaha atau propfesi yang menjelsskgoat atau
lokasi pemukiman.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan laRek
ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

(1) Subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau MmBagang
menggunakan Reklame

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang Pribadi atau Baglang
menyelenggarakan reklame

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secargsiag oleh
orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalang pribadi
atau badan tersebut

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihakigketpihak
ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame

Pasal 19

(1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonam |(zdau
perpanjangan harus memperoleh Izin Penyelenggae&éame yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas Bapei

(2) 1zin Penyelenggaraan Reklame dapat diterbitkan ipatelah
memenuhi persyaratan peyelenggaraan reklame atabayar pajak
reklame terhutang, jaminan asuransi dan jaminanghsom serta
mendapat rekomendasi dinas terkait

(3) Tata cara permohonan Izin penyelenggaraan reklan@tapkan
dengan Peraturan Bupati

Pasal 20
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai seldarRe
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(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketijki sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetapk
berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilawv&eReklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakaokadi
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraanjalu dan
ukuran media reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimakadd pyat (2)
tidak diketahu dan/ atau dianggap tidak wajar, iINHawa Reklame
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebwgw
dimaksud pada ayat (3)

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayatil{itung
dengan menggunakan Rumus yaitu :

NSR = Nilai Konstruksi (NK) + Nilai Strategis (NS)
NK = Indeks Standar Ukuran x Indeks Standar harga
NS = Indeks Standar Ukuran dan Lokasi Penempatan

(6) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimamakiud pada
ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (duzhdirha persen).
Pasal 22

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitdeggan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam p#kalengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam @asal 2
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Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 23

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut ptgaksatiap
penggunaan tenaga listrik.

(2) Objek Pajak Penerangan jalan adalah pengguna tdisagq baik
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh siamber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimakpada ayat (2)
meliputi seluruh pembangkit listrik.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan gseitnana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintddn
pemerintah Daerah,;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yaggnakan
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengas as#al
balik;

C. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiengdn
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin thestansi teknis
terkait; dan yang menggunakan pembangkit tenaty&k ldengan
jumlah toatal daya terpasang dibawah 200 KVA.

d. tenaga listrik yang khusus digunakan untuk temipadah, sosial
dan keagamaan.

e. Penggunaan tenaga listrik olen Sekolah dan ataurddad
Negeri.

Pasal 24

(1) Subjek pajak Penerangan Jalan adalah orang pabedibadan yang
dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang prittadimdan yang
menggunakan tenaga listrik.
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(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumban, |&Vajib Pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalaliualailenaga
Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pagat (1)
ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber laengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumtagihan
biaya beban / tetap ditambah dengan biaya pemakaidm /
variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nillual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersediangkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listdan harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yaegsangkutan.

Pasal 26
(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepeisém)

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh ustrd
pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Regan Jalan
sebesar 3 % Tiga Persen)

(3) Pengunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendarif tPajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (Sata Kioma Persen)

Pasal 27

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan jalan yang teruthinigung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimakalagndPasal 26
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dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dima&isud plasal h.  dolomit;
25.

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagsokaBikan
untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanianggaran
yang berlaku. k. grafit;

i.  feldspar;

garam batyhalite;

[S—

Bagian Keenam granit / andesit;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan m. gips;
Pasal 28 n. kalsit;
0. kaolin;
(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batupondut 0. leusit
Pajak atas kegiatan Eksploitasi Mineral Bukan Log#an Batuan q. magnesit
berasal dari sumber alam di dalam dan atau pemukaan i mika:

(2) Obyek Pajak adalah Kegiatan Pengambilan MineralaBukogam _
S. marmer,

dan Batuan.

~+

nitrat;

Bahan Mineral L Bat i ' t i
(3) Bahan Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimgkada aya u. opsedien:

(2) meliputi : v. oker;
a. asbes; w. pasir dan kerikil;
b. batu tulis; [ ;
X.  pasir kuarsa;
c. batu setengah permata,; it:
y. perlit;
d. Dbatu kapur; z. phospat;
e. batu apung; aa. talk;
f

batu permata; bb. tanah serap (fullers earth)

. rfonit; '
g. berfonit; cc. tanah diatome;
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(4).

(1)

dd. tanah liat;

ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. Yyarosit;
hh. zeolit;

ii. besal;

j-  trakkit dan

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai denga
ketentuan perundang — undangan.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukangam dan Batuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batysy
nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersikrsiekegiatan
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tanggaapeamngan
tiang listrik / telepon, penanaman kabel listrik télepon,
penanaman pipa air/ gas ;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batymmg
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainyarag tidak
dimanfaatkan secara komersil;

c. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batwank
kepentingan PNPM atau sejenisnya dan program laggsu
masyarakat Desa dan atau program Lingkungan.

Pasal 29

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalang
pribadi atau badan yang dapat mengambil mineraamuigam dan
batuan.
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(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalamg@ pribadi
atau badan yang mengambil mineral bukan logam darab.

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batdalah
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Loganm éatuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uiitdengan
mengalikan volume / tonase hasil pengambilan denglan pasar
atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan togdan
Bantuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2pladerga rata-
rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah ralaeyang
bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi MineralkBn Lagam dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulieraleh,
digunakan harga standar yang ditetapkan oleh isistgang
berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bulagam dan
Batuan.

(5) Nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mirgokan Logam
dan Bantuan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebeéZafs (Dua puluh
lima persen)

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Baysarg terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak selagaa dimaksud
dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sehagadimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1).
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Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Pasal 33

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas pemgghraan
tempat partkir.

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempddr pdi luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan denmzkok usaha
maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasy&di@an tempat
penitipan kendaraan bermotor.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksuc padt (2)

adalah :

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah @éamefntah
Daerah;

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yaaga
digunakan untuk karyawannya sendiri;

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, katsdan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 34

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Bagang
melakukan parkir kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badgang
menyelenggarakan tempat parkir
Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pendragdau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat. park

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimadesiad ayat
(1) termasuk potongan harga parkir dan Parkir CQuara yang
diberikan kepada penerima jasa parkir.
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Pasal 36
Tarif Pajak Parkir sebesar 20 % (dua puluh persen)

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihiturepgdn cara
mengalikan tarif sebagimana dalam Pasal 36 dengaar doengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Pasal 38

(1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak ataggehilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan / ptananfaatan
Air Tanah.

(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah :

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untylerkean
dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan parikeakyat,
serta peribadatan ;

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah olehefetah
Pusat dan Pemerintah Daerah,;

c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Blddn
BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakaaha
eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaatamisumber-
sumber air.

Pasal 39

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi ataulaBayang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan AiriTana
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(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau @adang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan AiriTana

Pasal 40
(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Heoléir Tanah

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pagd (1)
dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan metinpleangkan
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

jenis sumber air ;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan gehgambilan

dan / atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud @ada (2)
disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

~0Qao0 Ty

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana ldioth pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 41

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (@luah persen)
Pasal 42
Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dilgitdengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 41 dedgsar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)

27

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43
(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungutk pajas

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wale

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengamiitan/ atau
pengusahaan Sarang Burung Walet

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksuc pgat (2)
adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang teilabnakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Pasal 44

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang girdtau Badan
yang melakukan pengambilan dan / atau mengusah8kaang
Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribtadl Badan
yang melakukan pengambilan dan / atau mengusah8kaang
Burung Walet

(3) Setiap orang, perusahaan, Badan yang melakukammpengan /
pembersihan wajib melaporkan sumber dan jumlahngabairung
walet secara triwulan kepada Pemerintah Kabupatdakis

Pasal 45

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalkh Nial
Sarang Burung Walet
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(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksdd ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasararm Sarang
Burung Walet yang berlaku di daerah Kabupaten Koldkengan
volume Sarang Burung Walet.

(3) Ketentan lebih lanjut dan harga pasaran umum sarangng walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan deRgeaturan
Bupati.

Pasal 46
Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10 % (skmersen)
Pasal 47

Besaran pokok Pajak Sarang Burung walet yang tegut@ihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam #&skengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 48

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaanedkotdan
dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan danfsmanfaatan
bumi dan/atau bangunan.

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkaigalah
Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasaand/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kedwaliasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, permutadan
pertambangan
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(3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu komple&agunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang pakan suatu
kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
jalan tol;
kolam renang;
pagar mewabh;
tempat olahraga;
galangan kapal, dermaga;
taman mewabh;
tempat penampungan / kilang minyak, air dan ggm minyak;
dan
I. menara.

S@ a0 T

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan gBaan
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penygésaan
pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingaanurdi
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan ddudeayaan

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakalay atang
sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutaatayitaman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai olsh, d&an
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulatdiasarkan
asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga a$eynal
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
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(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajatetdpkan (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksu@ pgdakukan

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)kusatiap Wajib oleh Bupaiti;
pajak, Pasal 52
Pasal 49
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan dan taarkalitetapkan
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki, masgi atau sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bagunanb waji
mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Rextda Daerah. Pasal 53
(2) Dalam hal orang pribadi dan badan yang memilikinguasai atau
memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunayaseana (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasaan d
dimaksut ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknyaka akan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara gafigan tarif
dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan Daerah. sebagaimana dalam Pasal 52 dengan dasar pengerzgak p
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) lsedétarangi
Pasal 50 Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksuanig@asal 48
ayat (5).
(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Rarketlalah Pasal 54

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempaogéu hak
atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bdam,/ atau
mememiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manéas
Bangunan.

(2) Wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkadalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata memipsagtu hak
atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bdam,/ atau
memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh maraf@at bangunan.

(1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender

(2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalabrotkeadaan
objek pajak pada tanggal 1 Januari.

(3) Tempat pajak yang terhutang adalah di wilayah diesaag meliputi
letak objek pajak.

Pasal 51 Pasal 55

Pajak terutang atas Pajak Hotel, Pajak Restorgak Piburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral rBllcgam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajalar8aBurung Walet

di pungut di Wliayah Kabupaten Kolaka.

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan d
Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat t€tapdian
setiap 3 tahun, kecuali untuk setiap objek pajakem¢u dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembaviggmhnya.
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Pasal 56

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusleiigan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani dan diskamp&epada
Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak obje&jak, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahglj@rimannya
SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 57

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal selbagdut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) tidakpaikan
dan akhirnya ditegur secara tertulis oleh Bupabagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan téamyata
jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari junpaiak yang
dihitung berdasrkan SPOP yang disampaikan olerbvpajak

BAB |11
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK
Pasal 58
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya depa
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendapatanabadalam

jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sabelum
dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
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(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usafaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, [Heagdapatan
Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak sexdzata.

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana maksud pada ayasél)ini,
dilakukan sebagai berikut;

a. Pengusha/penanggung jawab atau kuasanya mengamobil,
mengisi dan menadatangani formulir yang disediaéksat
Dinas Pendapatan Daerah;

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandgésani
disampaikan kepada Dinas pendapatan dengan mekampir

1.

Fotocopy KTP pengusaha/penanggung
jawab/penerima kuasa

2. Fotocopy Surat Keterangan domosili tempat usaha;
3.

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika
ada;

4. Fotocopy akte pendidirian perusahaan, jika ada;
5.
6. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab

Fotocopy PBB tempat usaha, jika ada;

berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari
pemberi kuasa.

c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas paada
memberikan tanda terima pendaftaran.

d. Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yamgadia
formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daera
menerbitkan :

1.

Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah
dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan

Surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab
Usaha Wajib Pajak;
Kartu NPWPD
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4. Maklumat;
5. Sistem Pemungutan Pajak.
e. Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukanu Kart
NPWPD dan Maklumat kepada pengusahan/penanggung
jawab atau kuasanya sesuai Tanda terima pendapatan.

BAB IV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 59

(1) Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalargk Paj
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Paak
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, adalah jangkatuwak
yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau janghdulain
yang diatur dengan Peraturan kepala Daerah padima I3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi bwppjak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajakgya
terutang.

(2) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdetaan
Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalend

Pasal 60

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang tegita
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibagdirise
oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundadgngan
perpajakan.
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(3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapaatiBigm
jenis pajak yang dibayar sendiri ditetapkan dengamaturan
Bupati sesuai dengan peraturan perundang — undangan

(4) Wajib Pajak yang memenuhi Kkewajiban perpajakan
berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamaka

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan igend
dibayar dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB,dan/atau
SKPDKBT.

(7) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD,SKPDKBalan
SKPDKBT ditetapkan oleh Bupati.

BABV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 61

(1) Terhadap jenis pajak yang dibayar sendiri oleh kVdajak
dengan menggunakan SPTPD, dalam jangka waktu 5a)(lim
tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dagatrbitkan

a. SKPDKB dalam hal :
1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetagian |
pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secatalite;
3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak
terutang dihitung secara jabatan.
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b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang ;

c. SKPDN jika ditemukan jumlah pajak terutang sama
jumlahnya dengan jumlah kredit pajak atau pajalaktid
terhutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angkadafl angka
(2) dikenakan sanksi administrasi beruapa bung&sseb2%
(dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang riguratau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lamgd4a puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikens&aksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (sqvataen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasatlak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendibelsan
dilakukan tindakan pemeriksaan ;

(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaman
dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan saatksiinistrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perdam
pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 % (dua pessénjan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat yhibauntuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) buliditung
sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 62

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SPTPD , SKPDKB, dan SKPDKBT sebagama
dimaksud pada pasal 67 ayat (3) dan ayat (5) didéngan
Peraturan Bupati.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengistEm
penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamaka
SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksuahaal
pasal 67 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan PawraBupati.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 63

(1) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daggpabila :
a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar
b. Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan sdkah
hitung ;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupaghudan
atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Suagth@n
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) duan
huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi admirssto@rupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan uatirg gama
15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kulanygr
setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksinestrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulagihditelalui
Surat Tagihan Pajak Daerah ;

(4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditaramlengan
Peraturan Bupati.
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BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 64

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran da
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (iigah) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling l&ntenam)
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WajilalRaj

(2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tetapa
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditkatudalam
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

(3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat la@ngy
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor les aerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yefain
ditentukan oleh Bupati.

(4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yangang
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerals K2aesiah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

(5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penygetdem
tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus ataslun

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada WajdkRatuk
menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurdatu wa
tertentu, setelah memenuhi persayaratn yang dkentu

(3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksadayaid
(2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukangde
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulajuiidah
pajak yang belum atau kurang bayar.
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(4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud gyada
(2) harus dilakukan secara teratur dan berturuit-tgiengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbutajuiiah
pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembagentan
tata cara pembayaran penundaan dan angsuran gsebhagai
dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupa

Pasal 66

(1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan PuBesading,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayaarbbah
merupakan dasar penagihan pajak.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau suratyéaig sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan phkakarkan
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tangyaat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sej@vigib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat laimg y=Ejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,udikein oleh
pejabat.

Pasal 67

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tiddinasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditetantukan dalamat S
Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajag yanus
dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
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(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa adet@ll
(duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguraom &urat
Peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 68

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tididknasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penaberdin Surat
Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkaat SRerintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 69

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak beluetunasi
jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat bélas sejak
tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakawit&am
Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penatap
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, &ngam,
dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita membekaah
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 70

Bentuk, jenis, dan isi formular yang dipergunakamtuk

pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan rddPgyaturan
Bupati.
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BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 71

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Batat

pejabat yang ditujuk atas suatu :

SPPT;

SKPD ;

SKPDKB ;

SKPDKBT ;

SKPDLB ;

SKPDN ; dan

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia
dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atastdqedin
Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat ikl
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdanga 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongtau
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)glkgka
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wakttidiak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telaimbayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wdfidyak

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaima
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan @&atidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

@roooop
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(7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdmk@pala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda perajrsurat
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tdnddi
penerimaan surat keberatan.

(8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membaya
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 72

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hdlasan,
sejak tanggal surat keberatan diterima, harus membe
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeri
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menamisamiya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (ayat
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusa
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikahulka

Pasal 73

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingahan
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Byat (
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiagate
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) buskyak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surapwesan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan safajgal
penerbitan Putusan Banding.
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Pasal 74

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pganan
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunbesse
2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duah
emapat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayath(it)radj
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya
SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikiedou
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administragfupa
denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumpighk
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi denggk pa
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding
sanksi administratif berupa denda sebesar 50 %a (poiuh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidekakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikalulka
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administragfupa
denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlgk pa
berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pearday
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kedrerat

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANGAN SANK S
ADMINISTRATIF

Pasal 75

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatamueati
dapat :
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a. membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hadangtau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam yrarat
perundang-undangan perpajakan daerah;

b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang neruta
menurut  peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalaygnn

c. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar;

d. mengurangkan atau membatalkan STPD;

e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengtndara
yang ditentukan;

f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak; dan

g. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau
sanksinya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatula
pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan pemggrap
atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimaraksiid
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 76

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupzati at
Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan maertigkab
sekurang-kurangnya:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hddasan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (@yat
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran &ajak
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satuan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pad
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasielbn
dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wpkting
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak didaku
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan larba
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kdiatéam
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
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(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen
Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaisav
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhiturjgkseaat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak kudan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksial pa
ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Pakas; a
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedesaw
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SRaksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pagigdn
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajik.Paja
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Pasal 78

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardrak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutamds Rang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 79

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzetgpalin
sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupjadr tahun
wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzéd sa&ta
cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

(1) Wajib Pajak wajib meyelenggarakan pembukuan sesuai
sengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, seguran
kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredar
usaha atau nilai penjualan atau nilai yang mengasiar
pengenaan pajak.
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(2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya

(3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau perker@an d
Wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya maji
tahun.

(4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualzddt
terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapleagan
Perataran Bupati.

Pasal 81

(1) Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan
pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan
kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaghiégpi
dengan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemeriksaan.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atauamatat
dokumen yang terkait yang berhubungan degan Pajak
terhutang;

b. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki
ruangan atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk
melakukan pemeriksaan kas, bon/bill penjualan ataup
sistem pembukuan;
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d. Memberikan keterangan yang diperlukam secara benar,
lengkap dan jelas;

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Pendapatan Daerah guna menunjang kelengkapan
pemeriksaan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi
kewajiban yang dimaksud pada ayat (3) pasal inikama
pajak ditetapkan secara jabatan.

(5) Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data da
informasi Wajib Pajak.

(6) Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan ditetaj@tagan
Peraturan Bupati

BAB XIl1
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 82

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapatken
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada aypt (
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belagaah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif siehaga
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perapgaumdang-
undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 83
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pidiak segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadafsta Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya unmtrjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaesald
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(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bgug&uerhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untoégmbantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundaraggaual
perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksuth @yat (1)
dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tanaga ahli yang bertindak sebagai atd(s saksi
ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkanBuglati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negava
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pksagaim
dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang menibertertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayar{(iedaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar membedtarangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang W#&jajak kepada
pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalarkgpa pidana
atau perdata, atas permintaan hakim sesuai deng&onHAcara
Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat mekaberzin
tertulis kepada pejabat sebagimana dimaksud pada (&), dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)k umemberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keteranganitfRajak yang
ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayathdB)s
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugatakgsm yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atawape yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 84

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunga@merintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidikkumilakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daesabagaimana
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adpkhbat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan PentatinrDaerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dekg&mtuan
peraturan perundang-undangan

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyad#lah :

a. menerima, mancari, mengumpulkan, dan meneliti Bagan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidampajzkan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut melhith
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan eveigprang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan gdelgikan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang diriladau
Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakanaia

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkemnkzagan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahani buk

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sertakoksla
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahags
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Digera
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g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseoranghgyatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbsang
dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atkungen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindalangid
perpajakan Daerabh;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa
sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan / atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgranyidikan
tidak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuagjateketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) médatngkan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Pdlisgara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yaaturdidalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmpasPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lenglkdau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggaugi@n
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kamupgling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling baByékua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibaya
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyamp&arPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atalampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikanngamadaerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lafda®) tahun atau

pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlajakpéerutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 86

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidalunditt setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saatitdag atau
berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian daRajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 87

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepmklarah yang
karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban meekzas hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ketentuan khasat §b ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungdimg lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak R@0400,00
(empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepd&rah yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya ataeoisesy yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabatgamana
dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) ddia dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidmda paling
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana slimigdada ayat
(1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduamgorgng
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayatafl)ayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingéadi
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karerthjaiikan tidak
pidana pengaduan.
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Pasal 88

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayatafl) Ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak ryasgh terutang masih
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahuhitieng sejak saat
terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka pa&nalaerah yang
mengatur Pajak Daerah yang bertentangan dengatuRer&aerah
ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pemledaa
Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daeratulai
berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 91
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturarrata@i, sepanjang

mengenai bentuk, jenis, isi ukuran dan tata cawaigepelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ KeputusanaBup
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Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintghdsagundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalarbhdramDaerah
Kabupaten Kolaka

Ditetapkai Kolaka,
pada tgalR9 September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H.BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

H.AHMAD SAFEI, SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 3

52



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Peateridaerah
Kabupaten Kolaka Mempunyai hak dan kewajiban margur
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkiareesi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan psday&epada
masyarakat Kolaka.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut,abdserhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat Kolaka.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

54



Ayat (5)

Contoh : Cara menghitung Sewa Reklame (NSR) dengan

menggunakan Rumus yang dijadikan standar
perhitungan, yaitu :

NSR = Nilai Konstruksi (NK) + Nilai Strategis

(NS)

NK = Indeks Estandar Ukuran x Indeks
Estandar harga

NS = Indeks Estandar Ukuran dan Lokasi
Penempatan

1. Penghitungan NSR untuk Baliho ukuran 4 x
6 m ( satu sisi) dipasang diwilayah
Kecamatan ....:

NSR= [(4 x 6) x (400.000,-)/m2] +

Rp.1.000.000,-

(24 m2 x Rp.400.000,) +

Rp.1.000.000,-

Rp.9.600.000,- + Rp.1.000.000,-

Rp. 10.600.000,-

Jadi : Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah

sebesaRp.10.600.000,-

2. Penghitungan NSR untuk Soft Panel ukuran

1 x 2 m (dua si si) dipasang diwilayah
Kecamatan .... :
NSR = [(1 x 2 m x 2 sisi) x (300.000,-
)/m2] + Rp.250.000,-
= (4 m2 x Rp300.000,) +
Rp.250.000,-
= Rp.1.200.000,- + Rp.250.000,-
=Rp. 1.450.000,-
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Jadi : Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah sebBRgat.450.000,-

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas



Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sewaltarif parkir sebagai dasar pengenaan Pajakir Par
yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari gejosalkial
akibat adanya persaingan dan/atau pemberlakuafi tari
parker secara sewenang-wenang dari pengelola tempat
parkir.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
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Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak
itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum,
dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dar
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari
yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah
hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,

adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak dengan cara membandingkannya
dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.

. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/mmetod
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan
berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.
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c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/neetod
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang
berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tetsebu

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun
sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan
pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP
yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat
ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tpajak
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tid&éna
Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Contoh:
Wajlb pajak A mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.06e200/
Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual
Rp350.000,00/m2;

Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,20/m
Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagan 1,
dengan nilai jual Rp175.000,00/m2.
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Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagéuh

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000,00

2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garas 400 x Rp350.000,00 = R®Q@am00,00
b. Taman 200 x Rp50.000,00 Rp= 10.000.000,00
c. Pagar (120 x 1,5) x Rp 175.000,00 _p=R1.500.000,08

Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = R{@.000.000,00

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = R{.500.000,00

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Rat@n Daerah 0,3 %
5. PBB terutang: 0,3 % x Rp411.500.000,)p= 1.234.500,00

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
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Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Contoh:

Wajib Pajak “A” membeli tanahndaangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak
= Rp65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
= Rp60.000.000,00)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
= Rp 5.000.000,00

Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00
= Rp 250.000,00

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapgakpatas
pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat kedetapajak
ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebab&leh
ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena
ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh \W#&gajak.
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Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepaladbaer
untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN
hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan pemnkata
hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyataargiatu
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kKeawaji
formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD

pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka
waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD,

maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun

Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas
pajak yang terutang.

Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada
tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD
yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang

terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah
dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi
administratif.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh
yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka

waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang
terutang ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala
Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala
Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tida

terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah
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dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2)

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu
mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesa
2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau
terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa laung
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru daum/at
data yang semula belum terungkap yang berasal dari
hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang
bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi
administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib &aj
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melaporkannya sebelum diadakan tindakan

pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 62

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi
SPTPD vyang seharusnya dilakukannya, dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pajak seb2s%

(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang tergt
Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajag yan
terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang
terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuklijang
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanks
administratif berupa bunga dihitung sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya
SKPDKB.

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pagly y
ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar seotgh
Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak detela
terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melal
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengepaak
yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajalkuntu
menghitung, = memperhitungkan, = membayar, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 65

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara
membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB
dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Cukup jelas
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Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal. 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas.

67

Pasal 82
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan
pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak
dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada
pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daera
dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan
mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan
kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam
memberikan data dan keterangan kepada pejabat
mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3
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